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BUPATI BENGKAYANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR Q TAHUN 2018 

TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKAYANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015  
tentang Perubahan tentang Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Alokasi Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten 
Bengkayang; 

Menimbang 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se 
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018;  

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tah 
Pembentukan p un 2 0 1 1  tentang eraturan p d (Le b erun ang-undangan 

mi ar an  Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambah Le . ' an mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015  tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014  tcntang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  Tahun 
2014  tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
209 1) ;  

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 
2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 
2 0 1 4  tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

12 .  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pcngambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);  

13 .  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 20 15 
tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5); 

16.  Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 1 1  

Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 1  Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 

Nomor 19) ;  

17 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5); 
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Menetapkan 

18 .  Peraturan Daerah N P iomor 6 Tahun 2016 te 
crmusyawaratan Desa ( Ler i1b e  zntang Badan 

Bengkayang Tah 5, b ar an  Daerah Kabupaten 
Lembaran D: un 20 1 6  Nomor 6, Tambahan 

aerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

""?TURAN BUPTT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN 
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2018.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerin tab di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 

8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 

9. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota. 
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I 0 .  Pemerintahan Dcsa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
olch Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mcngatur dan mcngurus kepentingan masyarakat setempat 

bcrdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
1 1 .  Pemerintah Desa atau yang discbut dengan nama lain adalah Kepala 

Dcsa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

1 2 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
dacrah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

13 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya ctisebut 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, 
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

14 .  Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, 

adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

15 .  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa; 

16. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat 
melalui pemilihan Kepala Desa; 

1 7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala 
Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 

desa. 

18 .  Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu 
Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. 

19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa. 

20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 
bidangnya. 

2 1 .  Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 
Desa. 
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22. Rekening Kas D esa adalah r e k e .·  Pemerintahan Desa ya ning tempat menyimpan uang 
digunakan untu. 'menampung seluruh pencerimaan Desa dan memlayar seluruh • yang ditetapkan. pengeluaran Desa pada Bank 

23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
24. Perencanae pe ·:. .:.  ;r · an 'artisipatif adalah proses perencanaan yang mengikut 

s e rtakan  masyarakat dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, 
Juga ikut memikul tanggung jawab sesuai 

dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 

Pasal 2 
Maksud dari Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada 
Desa adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Pasal 3 

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 
a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya; 

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 
partisipatif sesuai dengan potensi desa; 

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan 
berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 

d . mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan 

e. meningkatkan kemandirian desa. 

Pasal 4 

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: 

a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. Seluruh kegiatan harus 
administratif dan teknis 

dapat dipertanggungjawabkan secara 
sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;dan 

c. Alokasi dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali. 
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BAB III 

PENGALOKASIAN DANA DESA 
Pasal 5 

( 1 )  Besaran Pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Dasar penetapan Alokasi Dana Desa yang digunakan adalah : 
a. mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan Tetap serta 

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan 
Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD 
dan Biaya Operasional Ketua RT; 

b. alokasi Dasar 60% (enam puluh persen) dibagi rata kepada 122 
desa se-Kabupaten Bengkayang, setelah dikurangi kebutuhan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. alokasi Formula 40 % (empat puluh persen) yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dihitung dengan bobot: 
a. 15% (lima belas persen) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) 

Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa; 
b. 10% (sepuluh persen) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua} 

Desa berdasarkan luas wilayah Desa; 

c. 30% (tiga puluh persen) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) 
Desa berdasarkan jumlah angka penduduk miskin Desa; 

d. 45% (empat puluh lima persen) dibagi untuk 122 (seratus dua 
puluh dua) Desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis Desa. 

(4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
huruf d, ditentukan oleh faktor yang meliputi: 

a. ketersediaan pelayanan dasar; 
b. kondisi infrastruktur; 
c. transportasi; dan 
d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota. 

(5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan 
Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, bersumber dari Badan Pusat Statistik. 

Pasal 6 

( 1) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 

(2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
bertujuan agar penggunaan Alokasi Dana desa didasarkan atas 
proses perencanaan partisipatif. 
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(3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebgaiman 
dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan melibatkan Kepala 
Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan 
Desa, dan tokoh masyarakat. 

(4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa d.ituangkan 
dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

(5) Rencana Kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diatur dengan Peraturan Desa. 

Pasal 7 

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang 
mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Alokasi 
Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan 
sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan; atau 

b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut 
ditetapkan setelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan. 

BAB IV 

PENYALURAN 

Pasal 8 

(1 )  Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada 
Desa. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas 
Desa. 

(3) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Alokasi Dana Desa 
kepada Bupati setiap semester. 

(4) Permohonan Alokasi Dana Desa dilengkapi dengan: 
a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; 
b. usulan rencana kerja kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDesa) yang telah disepakati BPD; 
c. dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa yang telah disepakati BPD dan yang telah dievaluasi 

Camat; 
d. laporan realisasi APBDesa semester 1 (satu) dan 2 (dua); 
e. dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDesa; 

f. dokumen Surat Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tahun 
sebelumnya; 

g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara 

Desa. 
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Pasal 9 

(1)  Penyaluran Alokasi Dana Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan 
dengan ketentuan: 
a. semester I pada bulan Januari - Juni scbesar 60% (enam puluh 

per seratus); dan 
b. semester II pada bulan Juli - Desember sebesar 40% (empat puluh 

per seratus). 
(2) Pemerintah Dacrah mcnyalurkan Alokasi Dana Desa apabila 

Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). 

(3) Pemerintah Dacrah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa bagi 
Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4). 

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1 )  dilakukan paling Iambat pada minggu kedua. 

Pasal 10 

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa 
dilakukan setelah APBDesa ditetapkan. 

B AB V  

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD 

Pasal 1 1  

( 1 )  Penatausahaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(2) Penatausahaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa. 

(3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan Alokasi Dana 
Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

(  1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan 
kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti 
pengeluaran/belanja dilakukan oleh Bendahara Desa. 

(2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan 
Alokasi dana Desa kepada kepala Desa pada akhir bulan berkenaan. 

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati setiap semester. 

(4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran. 
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BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 13  

Pemerintah Deerah wajib melakukan pcmbinaan, pcngawasan dan evaluasi 

dalam pengelolaan keuangan di Desa. 

Pasal 14 

Badan Permusyawaratan Dcsa mclakukan pcngawasan penyeienggaraan 

Pemerintahan Desa sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsinya di Desa 

scsuai dengan peraturan yang berlaku. 

BB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
Pereturan Pupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Feraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan1 Berita Daerah Kabupaten 
Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tang �--· - / 2018 

. '  '  

t  '  
,.  

1/ 
/' k _ t 

I 

BERITA DAERAH KAUP#ATEN BENGKAYANG TAHUN 2UI8 NOMOR 
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LAMPIAN T 
PERATURAN BUPATI BENGKAYANO 
NOMO : Q TAHUN 2 0 1 8  
TANGOAL, : ' 2 0\ +  TENTANa ' 'ov¢ 1 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA 
DE9A YANG BERSUMBER DAI ANGGAAN PENDAP'TAN 
DAN ELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DE8A BE 
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGOAAN 201% " 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 
DI KABUPATEN BENGKAYANG 

Dalam rangka menjamin pclaksanaan program Bantuan Alokasi Dana Dcsa 
(ADD) agar tepat sasaran, pengelolaan Alokasi Dana Desa mcrupakan satu 
kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa mclalui APBDcsa. 

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dad perencanaan, 
pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Dcsa 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
1 .  Penentuan besaran Alokasi Dana Desa 

Besaran ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar 
kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi 
minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang 
besarannya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang 
ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah 
kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung 
dengan meperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 
luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. 

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula 
dimaksud, ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa setiap desa dengan 
menetapkan dalam keputusan Bupati. 

2 .  Perencanaan Alokasi Dana Desa 
Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa didahului 

dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Alokasi Dana Desa 
setiap desa oleh Bupati pada Tahun Anggaran sebelumnya yang menjadi 

dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan 
yang didanai dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah desa 
clan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut: 

a. Mensosialisasikan program-program Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa yang direncanakan oleh Desa melalui forum tingkat Dusun 
dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan; 

b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders 
yang ada di desa (diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan 
lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan 
musyawarah desa; 
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c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun 
RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa · 

) 

d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan 

disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa tentang APBDesa; 

e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa Menyusun Rencana 
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

untuk kegiatan yang bersifat fisik; 

f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, 
termasuk yang sum ber dananya dari Alokasi Dana Desa, Kepala 
Desa setiap Tahun Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa 

tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, 
Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa 
Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang Desa pada 
Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa 
Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai 

berikut: 

a. Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa merupakan dana 
bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan 
administrasi; 

b. Penetapan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati atas usul SKPD teknis yang membidangi 

Pemerin tahan Desa; 

c .  Pengalokasian Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA 

PPKD) pada Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Bengkayang; 

d. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik; 

e. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk 
dilakukan verifikasi/ penelitian kesesuaian pengajuan anggaran 
dcngan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan 
kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan; 

f. Kepala Dcsa mcngusulkan surat permohonan pencairan ADD 
bescrta lampirannya Kepada Bupati melalui Camat c.q. Kepala 
Bagian Pemerintahan Dcsa pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bengkayang; 

g. Bagian Pemerintahan Desa melakukan penelitian kelengkapan 
dokumen dan penerbilan surat rekomendasi pencairan ADD paling 
lama 3 (tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan Kepada 
BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan. 
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h. Pengajuan per · ncarran ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 
(dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: 
I .  Tahap I scbesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari 

besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, persyaratan yang 
harus dipenuhi antara lain: 
a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I; 
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bennaterai; 
c. Surat Keterangan Penyelesaian SPJ Tahap I oleh Kepala Desa 

bermaterai dan diketahui Camat: 
' 

d. Kwitansi Penerimaan bermaterai· 
' 

e. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; 
f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa; 
g. Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa dan NPWP; 
h. Rekapitulasi Penggunaan ADD dan Rencana Penggunaan 

ADD; 

2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar 
kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya 
bantuan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang 
harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 
a. Surat Permohonan ADD Tahap II; 

b. Kwitansi Penerimaan; 

c. Laporan Penyerapan dan pemanfatan ADD tahap I telah 
mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah 
direalisasikan (ADD Tahap I); 

d. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan 
Tahap I oleh Camat. 

4. Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa 
berdasarkan basil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam 

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan 
APBDesa. secara umum Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai 

dengan prioritas kebutuhan di Desa. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut diatas, 

diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan. 

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/ APBD ataupun program lainnya tidak 

diperkenankan dianggarkan dalam ADD; 
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b. Apabila penggunaan ADD tidak sesuai dengan perencanaan awal 
yang ditetapkan atau adanya pengalokasian ADD yang disesuaikan 
dengan tingkat skala prioritas kebutuhan Desa, dapat dilakukan 
dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan 
pengalokasian ADD kepada Camat; 

c. Dalam hal ADD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja 
pegawai, belanja barang/jasa a tau pun belanja modal, harus pula 
diperhatikan besamya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara 
Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Pengalokasian ADD wajib memperhatikan standar barang dan 
harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan 
apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga 
barang barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk 
membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang 
di Desa yang bersangkutan; 

e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap 
penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundan-undangan yang berlaku. 

5. Pelaksanaan ADD 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam 
Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya 
dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola 
keuangan yang ada di desa. 

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode: 

a. Pencairan ADD yang telah ditransfer ke rekening desa 
dipergunakan sesuai dengan RPO ADD dan teknis serta mekanisme 
pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non 
infrastruktur dan terkait dengan pengadaan baran/jasa wajib 
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa. 

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang 

bersifat fisik (Pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal 

se bagai berikut: 

a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus 
sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumya; 

b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut 

bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk 
miskin; 

c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban 

penggunaan ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku 

Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku 

pajak serta dokumen lainnya; 
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d. ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungiawablan 
sampai dengan berakhirnya Tahun Anggarar ber ia t,  "  Si L b i h  p,  '  tn  zrj al a n  atau terdapat "" " cb it  Perhitungan Anggaran (8ILPA), wajib dilaporkan kepada 

pati melalui Camat paling lambat tanggal 10  bulan Januari 
Tahun Anggaran berikutnya dan disetor ke Rekening Kas Dcsa; 

c. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak 
dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, mala 
Bupati dapat memberikan sanksi. 

6. Pengendalian ADD 
Pengcndalian pclaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk 

menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang bcrlaku. 

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses 

pelaksanaan ADD memiliki kescsuaian dengan maksud, tujuan dan 
sasaran yang akan dicapai dan cfektifitas serta efesiensi anggaran yang akuntabcl. 

6 . 1 .  Pengawasan 

Pola pengawasan terhadap pengclolaan ADD dilakukan oleh: 
a. Pengawasan fungsional dan Teknis/Fisik dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten Bengkayang; 
b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat; 
c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui 

BPD. 

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan 
pengelolaan dilaksanakan antara lain: 
a. Proses perencanaan penggunaan ADD; 

b. Proses pencairan ADD dan penggunaannya; 
c. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD terkait 

dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib 
administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD; 

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada 
tingkat Desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan 
ketentuan: 

a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui 
SKPD teknis yang membidangi Pemerintahan Desa; 

b. Apabila basil penelitian awal mengindikasikan adanya 
penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan 
pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh 
Aparat Pengawas Fungsional. 

6.2. Pelaporan 

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan ADD Tahun 
Anggaran sebelumnya, yang disampaikan kepada Bupati 

paling lambat Minggu kedua Bulan Februari Tahun Anggaran 
berikutnya; 
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b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap i, 

yang disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu 
I . . .I . . .  T . . l _  U . 1 !  m_.- 4  - - . « .  t  

ncuua ± t i @i i  ~ii iii~ni  iii<rt uijiil. 

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas 

dilaksanakan secara berjenjang yait dari Kepala Des kepade 

Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang 
membidangi Pemerintahan Desa. 

6 .3 .  Pertanggungiawaban 
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan 
peringugjawin AFBDesa, 

pertanggungjawabannya adalah 
pelaksanaan APB Desa.. 

Penanggungiawab operasional pengelola ADD secara 

keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara 
pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dcsa. 

schingge bentuk 

pertanggungiawaban 

/ 
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PAGU ALOKASI DANA DEA YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG 

TAHUN ANGGARAN 2018 

NO KODE DESA KECAMATAN NAMA DESA 
JUMLAH ADD 

KET. 
(APBD) 

I 2 3 4 5 6 

1 61.07.01.2001 Sungai Raya 1 Sungai Duri RP 749.782.600 
+  

61.07.01.2002 2 Sungai Jaga A Rp 576.589.800 
- - 

- 

61.07.01 .2003 3 Sungai Jaga B Rp 482.757.500 
» 

- 

61.07.01.2004 4 Sungai Pangkalan I Rp 434.427.900 
a 

- 

61 .07 .01 .2005 5 Sungai Pankalan II RD 537.546.900 

JUMLAH Ro 2.781.104.700 

2 61.07.02.2001 Samalantan 1 Samalantan Rp 66 1 . 1 4 3 . 1 00  
- - -- 

61.07.02.2002 2 Saba'u Ro 544.063.700 
- 

61.07 .02.2003 3 Tumiang Ro 495.547.100 
- 

61.07.02.2004 4 Babane RP 527.076.500 
- - 

61.07.02.2005 5 Pasti Jaya Ro 568.761.100 
- - 

61.07.02.2006 6 Bukit Serayan Ro 484.391.700 
- 

61.07.02.2007 RD 
- - 

7 Marunsu 543.902.700 

JUMLAH RD 3.824.885.900 

3 61.07.03.2001 Ledo 1 Lesabela Rp 537.864.800 
-- -- 

61.07.03.2002 2 Semangat RD 455.587 .200 
- -- 

61.07.03.2003 3 Serangkat Rp 432.099.800 
61.07.03.2004 4 Rodaya Rp 437.992.000 

- - - 
61.07 .03.2005 5 Dayung RD 450.912.800 

- 
61.07.03.2006 6 Jesape Rp 433.504.200 
61.07.03.2007 7 Lomba Karya Rp 489.277.600 

- -  

61.07 .03.2008 8 Sidai Rp 461.232. 100 
61.07.03.2009 9 Seles Rp 499.292.200 
61.07.03.2010 10 Tebuah Marong Rp 416.395.400 
61 .07 .03.2011  11 Suka Damai Rp 477.772.300 
61.07.03.2012 12 SukaJaya Rp 455.452.700 

JUMLAH Rp 5.547.383.100 

4 61.07.04.2002 Bengkayang 1 Tirta Kencana Rp 560.585. 700 
61.07.04.2003 2 Bhakti Mulya Rp 554.992.800 
61.07.04.2004 3 Bani Amas Rp 506.346.000 
61.07.04.2005 4 Setia Budi Rp 552.662.300 

JUMLAH RD 2.174.586.800 

5 61.07.05.2001 Seluas 1 Seluas Rp 645.387 .000 
61.07.05.2002 2 Bengkawan Rp 532.975.900 
61.07.05.2003 3 Sahan Rp 634.623.900 
61 .07 .05.2004 4 Mayak Rp 615.673.400 
61.07.05.2005 5 Kalon Rp 457.195.900 
61 .07 .05.2006 6 Sentangau Java Rp 485.915.000 

JUMLAH RD 3.371.771.100 

6 61 .07 .06.2001 Sanggau Ledo 1 Lembang Rp 564.906.800 

61.07.06.2002 2 Gua Rp 534.030.500 
61.07.06.2003 3 Bange Rp 509.221.000 
61.07.06.2004 4 Danti 

I 

Rp 467.575.900 \ 61.07.06.2005 5 Sango Rp 523.385.900 \ 
JUMLAH 

I 

Rp 2.599.120.100 \ \ 
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NO KODE DESA KECAMATAN 
NAMA DESA JUMLAH ADD I 

? 

[APBD) KET. 3 

7 61.07.07.2001 4  

Jagoi Babang 5 
6 

61.07.07.2002 1 Jagoi Rp 527.084.900 - 2 Kumba 61.07.07.2003 Rp 459.473.600 
- 3 Sekida 61.07.07.2004 RD 542.641.600 
-- 4 Gersik 61.07.07.2005 Rp 505.085.900 

5 Semunying Jaya Rp 412.447.600 61 .07.07.2006 � 6 Sinar Baru RD 485.373.200 JUMLAH Rp 2.932. 106 .800 8 61.07.08.2001 Monterado 1 Siaga Rp 507.901 .600 
·- 

61 .07 .08.2002 2 Nek Ginap Rp 487.401.500 
- 

61.07.08.2003 3 Beringin Baru Rp 542.968.100 
- 

61.07.08.2004 4 Gerantung Rp 527.114.700 61 .07.08.2005 
5 Sendoreng Rp 466.624.800 

- 
61 .07.08.2006 6 Rantau Rp 467.925.300 61 .07.08.2007 7 Mekar Baru Rp 503.493.300 61 .07.08.2008 8 Monterado Rp 618.714.800 
61 .07.08.2009 9 Jahandung Rp 504.603.300 61.07.08 .2010 10 Goa Boma Rp 546.820.200 61 .07 .08 .2011  11 Serindu Rp 455.016 .200 

JUMLAH Rp 5.628.583.800 
9 61.07.09.2001 Teriak 1 Dhanna Bhakti Rp 481.848 .600 

61 .07.09 .2002 2 Sebetung Menyala Rp 441.420.100 
61.07 .09 .2003 3 Malo Jelayan Rp 445.907.100 
61.07.09 .2004 4 Ampar Benteng Rp 419 .216.400 
61.07 .09.2005 5 Tanjung RD 422.903.800 
61.07.09 .2006 6 Telidik Rp 441.311.500 
61.07.09 .2007 7 Puteng Rp 429 .103.400 
61.07.09 .2008 8 Sekaruh Rp 435 .123.800 
61.07.09 .2009 9 Sumber Karya Rp 482.765.000 
61.07.09 .2010 10 Tubajur Rp 438.287 .300 
61.07.09 .2011 11 Setia Jaya Rp 451. 799. 700 
61.07.09.2012 12 Lulang Rp 459 .766.000 
61.07.09 .2013 13 Bangun Sari Rp 454 .968.900 
61.07.09 .2014 14 Benteng Rp 462.624.100 
61 .07.09.2015 15 Sebente Rp 424.466.000 
61.07.09 .2016 16 Teriak Rp 410 .309 .600 
61.07.09 .2017 17 Temia Sio Rp 424.796.200 
61.07.09 .2018 18 Bana Rp 482.390.700 

JUMLAH RD 8.009 .008.200 
10 61.07 . 10 .2001 Su ti Semarang 1 Nangka Rp 426.284.400 

61.07.10 .2002 2 Kiung Rp 451.273.200 
61 .07 .10 .2003 3 Muhi Bersatu Rp 480.288.400 
61.07.10.2004 4 Suka Maju Rp 422.154.800 
61.07.10.2005 5 Kelayu Rp 421.115 .500 
61.07 .10 .2006 6 Cempaka Pu tih Rp 432.521.100 
61.07.10 .2007 7 Su ti Semarang Rp 426.970.100 

61.07.10 .2008 8 Tapen Rp 447.335 .200 
JUMLAH Rp 3 .507.942.700 

11 61.07.11.2001 Capkala 1 Capkala Rp 489 .189 .200 
61 . 07 . 1 1 . 2002 2  Mandor Rp 434.987.200 
61.07 . 11.2003 3 Setanduk Rp 446.739.500 
61.07 . 11.2004 4 Aris Rp 4 78.558. 700 
61 .07 . 1 1 .2005 5  Sebandut Rp 440.801.700 
61.07 . 11.2006 6 Pawangi Rp 436 .229 .800 

JUMLAH Rp 2.726 .506 .100 \ 
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I 
BUPAT BENGKAYAN· 

1 ; °  
•  

Ti  /  \  

--SURYADMAN GIDOT 

' 

NO KODE DESA KECAMATAN NAMA DESA JUMLAH ADD 
- 

[APBD) KET. J 2 
3 

4 
5 12 61.07.12.2001 6  Siding 1 Siding 

Re 518.071.200 
- 

61.07.12.2002 2 Hli Buei Rp 492.262.400 6 1 0 7  12.2003 
3 Tmaonh I, 1 Q A _ n n  -  -  -  161.07.12.20q4 - 

!ti 

- 
t 

4 Tamong Rp 455.054.400 --- 

_ 61.07.12 .2005 .. 

5 Tawang Rp 454.859.300 --- 
£, 1 g 7  1  on4¢ 

----- 

• [ 4 .  . A u . i i i  c  C. e t 

Rp A r e  w e e  u  uur-uni5 
7o.oz.~ii 61.07.12 .2007 - - -  

-  -  7  Sungkung II Rp 531 .  720. 700 61.07.12.2008 8 Sungkung III Rp 484.390.800 - -  

UMLAH Rp 3.929.737.500 13-161:_o1.13.2001 Lumar 1 Magmagan Karya Rp 424.922.200 61 .07 . 13 .2002 2 Tiga Berkat Ro 518.724.400 ==/61.07.13.2003 r  3 Seren Selimbau Rp 463.732.400 61.07.13 .2004 - 

----- 4 Belimbing Rp 521.953.800 61.07 . 13 .2005 5 Lamolda Rp 444.342.200 
JUMLAH I Rp 2.373.675.000 

14 61.07 .14 .2001  Sungai Betung 1 Cipta Karya Rp 618 .857 .300 
c t  o w 1  wee 

2 Ska Dangr Rp 
U 1 . L t . L T . L A L  

1 0 . 4 . 0 t U  -- . 

 61 .07  . 14 .2003 3 Karya Bhakti Rp 579 .011.200 
61.07.14.2004 4 Suka Maju Rp 667.178.400 

UMLAH I Rp 2.381.995.900 
15 61 .07 . 15 .2001  Sungai Raya 1 Karimunting Rp 714 . 167 .900 

61 .07 . 15 .2002 Kepulauan 2 Rukma Jaya RD 502.420.000 -- 

-- 61 .07.15.2003 3 Sungai Keran Rp 508.757.200 -  
- 

- 61.07.15 .2004 4 Sungai Raya Rp 785 .659.700 
61.07 .15.2005 5 iPulau Lemkntan Rp 4 7 7 7 0 1  700 . • • • .  -  -  • •  -  -  I  

JUMLAH Rp 2.988. 796.500 
16  61.07 .16 .2001  Lembah Bawang 1 Godang Damar Rp 449 .198.200 

 1---  c  r  c  cote e  

Kirande p Z3.ZD.0UU +  U L . L t . I t . U u L  4  

61 .07 . 16 .2003 3 Tempapan Rp 431.179 .300 
61.07 .16 .2004 4 Papan Uduk Rp 432.295 .800 ,_ 
- --- 

!  b lapan Tcmbawang I Rp 419.928.800 b 1 . U 1 . 1 b . Z U U D  

6 1 . 0 7  . 16 .2006 6 Lembah Bawang I Rp 439 .174.700 
61.07.16 .2007 7 Sakataru I Rp 450.052.500 
61 .07 .16 .2008 j  8 [Janyat I Rp 441 .  786.000 

JUMLAH Rp 3.492.840.900 
1 7 / 6 1 . 0 7 . 1 7. 2 0 0 1  Tjuh Belas 1 enslih I, 5 2 6 6 3 1gnn - -·--=---- I 

- -  · - ------  

553.089.200 
- I  

61 .07.17.2002 2 Pisak Rp 
- - 

542.809.600 
- 

61 .07 .17 .2003 3 Kamuh Rp 
con o o c  cne 

6 1 0 7 1 7 p 004  4  Sinar Tcxdak Rp Utt,(cu.uuu I  

I  

2.233.417.100 I  JUMLAH Rp 

l PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018 n 60.503.462.200 ; )  

i - -�- 
• 

l 
£ 

Dipindai dengan CamScanner 



LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : G TAHUN 2018 
TANGGAL : '3, 4Hui 2018 
TENTANG : ° 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN 
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA 

SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2018 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

NOMORDAN JUMLAH JUMLAH 
KODE TANGGAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KET 

REKENING URAIAN BUKTI (DEBET) (KREDIT) Rp. 
'PENYALURAN Rp. Rp. 

(SP2D) 6=(4-5) 
1 2 3 4 5 6 7 

I. PENDAPATAN 
A.1  Pendapatan Transfer 
A.2 Dana Desa 

- Tahap Pertama 
- Tahap Kedua 

) 2 Belanja Bantuan ke 
Desa 

2 . 1  Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintah 

2 . 1. 1  Kegiatan 
2 . 1 . 2  Kegiatan 
2 . 1. 3  dst. 

2.2 Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

2 .2 . 1  Kegiatan 
2.2.2 Kegiatan 
2.2.3 dst. 

2.3 Bidang 
Pemberdayaan 

) 
Masyarakat 

2 . 3 . 1  Kegiatan 
2.3.2 Kegiatan 
2.3 .3 dst. 

2.4 Bidang Pembinaan 
Masyarakat 

2 .4 . 1  Kegiatan 
2.4.2 Kegiatan 
2.4.3 dst. 

JUMLAH 

BENDAHARA DESA 

( ) 

Desa. . . . . . . . . ,  Tanggal 
Disetujui oleh: 
KEPALA DESA 

Dipindai dengan CamScanner 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : Q TAHUN 2018 
TANGGAL : 7 <deer 2018 
TENTANG : 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN 
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DES3A 
SE-KABUPATEN BENGKAYANG 

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

Bidang Bidang Bidang Bidang 

NO NAMA PAGU Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemberda Pembi TOTAL SISA 

DESA ANGGARAN Pemerintah Pembangunan yaan naan 

DESA Masyarakat Masyarakat 9=(3-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

2. 

, 

Keterangan : 
3 : diisi Pagu Alokasi Dana Desa yang diterima Desa 
4,5,6, 7 :  diisi jumlah belanja per-bidang 
8 : total belanja 
9 : diisi pengurangan kolom 3 clikurangi kolom 8 

Kecamatan , Tanggal 
Diverifikasi oleh: 

CAMAT 

( ) 

Dipindai dengan CamScanner 
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